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Abstrak

Krisis ekologis kontemporer menunjukkan perlunya pengembangan paradigma
hukum yang tidak hanya menempatkan alam sebagai objek pemanfaatan manusia,
tetapi juga mengakui kepentingan ekologisnya. Penelitian ini bertujuan untuk
merekonstruksi konsep hak alam dalam perspektif hukum Islam melalui prinsip
tawhid, khalifah, amanah, mizan, maslahah, dharar, dan larangan fasad fi al-ardh,
serta menganalisis rekonstruksi hubungan manusia, alam, dan Tuhan sebagai
dasar pengembangan paradigma perlindungan alam yang lebih ekologis. Penelitian
ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif dan
analisis konseptual. Data penelitian bersumber dari artikel jurnal ilmiah, buku
akademik, karya ilmiah, dan literatur hukum Islam yang relevan, yang dianalisis
melalui content analysis dan analisis konseptual untuk mengidentifikasi,
membandingkan, dan mensintesiskan hubungan normatif antara prinsip hukum
Islam dan gagasan hak alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak alam
dalam hukum Islam dipahami sebagai hak yang identik dengan hak subjek hukum
manusia, lebih-lebih juga sebagai pengakuan normatif terhadap kepentingan
keberlanjutan alam yang melahirkan kewajiban manusia untuk menjaga, tidak
merusak, dan memulihkan keseimbangan ekologis. Rekonstruksi hubungan
manusia, alam, dan Tuhan menghasilkan paradigma ekologis-teosentris yang
menempatkan manusia sebagai khalifah dan pemegang amanah, alam sebagai
bagian integral dari ciptaan Allah, serta tawhid, mizan, maslahah, dan larangan
fasad sebagai dasar normatif perlindungan alam. Implikasinya, pengembangan
hukum lingkungan Islam perlu memperluas orientasi perlindungan dari
kepentingan manusia menuju keberlanjutan ekologis dan keadilan antargenerasi.

Kata kunci: Lingkungan, Hak Alam, Hukum Islam, Khalifah Fil Ardh.

Pendahuluan

Krisis ekologis kontemporer menunjukkan bahwa kerusakan
lingkungan bukan semata sebagai persoalan teknis pengelolaan sumber
daya alam. Ia juga sebagai persoalan etis dan hukum mengenai bagaimana
manusia memosisikan dirinya terhadap alam. Eksploitasi sumber daya,

pencemaran, degradasi ekosistem, dan perubahan iklim memperlihatkan
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adanya ketegangan antara kepentingan manusia dalam memanfaatkan alam
dan kebutuhan untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem (Zuhdi,
2015). Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut menjadi semakin
penting karena agama memiliki posisi yang kuat dalam kehidupan sosial
Masyarakat (Ali et al., 2024). Kajian mengenai hubungan manusia dan alam
di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan pandangan ecocentric
stewardship, yakni pandangan yang menempatkan manusia sebagai bagian
dari relasi ekologis sekaligus memiliki tanggung jawab terhadap alam
(Muhammad et al.,, 2024). Persoalan lingkungan pun membutuhkan
kerangka hukum dan etika yang tidak hanya melihat alam sebagai objek
pemanfaatan, tetapi juga mempertanyakan batas-batas kewenangan

manusia terhadap alam (Ikbal dan Wijaya, 2025).

Dalam perspektif Islam, hubungan manusia dengan alam tidak
dibangun atas dasar kebebasan absolut untuk mengeksploitasi sumber
daya. Al-Quran menempatkan manusia sebagai khalifah yang menerima
amanah untuk mengelola kehidupan di bumi, sementara alam merupakan
bagian dari ciptaan Allah yang memiliki keteraturan dan keseimbangan
(mizan) (Abdul Rasyid et al., 2025). Karena itu, pemanfaatan alam harus
ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab, keseimbangan, dan larangan
menimbulkan kerusakan (fasad). Konsep tawhid, khalifah, amanah, dan
pertanggungjawaban di akhirat membentuk fondasi normatif bagi hubungan
manusia dengan lingkungan (Yusuf & Marjuni, 2023). Hubungan manusia
dan alam dalam Al-Qur’an juga menunjukkan bahwa kebebasan manusia
dalam memanfaatkan ekologi tidak bersifat mutlak. Hal ini karena terdapat
kewajiban menjaga keberlanjutan dan larangan melakukan tindakan yang
merusak keseimbangan ekologis (Muhammad et al.,, 2024). Dengan
demikian, hukum Islam memiliki basis normatif untuk membatasi tindakan
manusia ketika pemanfaatan alam telah menghasilkan kemudaratan atau

kerusakan.

Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana posisi alam

dalam konstruksi hukum tersebut. Selama ini, pembahasan hukum
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lingkungan dalam perspektif Islam lebih dominan menempatkan manusia
sebagai subjek yang memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan,
sedangkan alam cenderung diposisikan sebagai objek yang harus dilindungi
demi kepentingan manusia. Padahal, perkembangan kajian etika
lingkungan kontemporer telah memperluas pembahasan menuju konsep
rights of nature, yaitu gagasan bahwa alam tidak semata-mata mempunyai
nilai instrumental bagi manusia, tetapi dapat dipahami memiliki
kepentingan dan kedudukan yang perlu dihormati. Gade menunjukkan
bahwa tradisi Muslim memiliki sumber daya konseptual yang
memungkinkan pembicaraan mengenai rights of nature, karena hukum dan
etika Islam mengenal konsep haqq (hak), maslahah (kemaslahatan), serta
berbagai aturan mengenai perlindungan air, hutan, hewan, dan sumber
daya bersama (Gade, 2023). Perspektif tersebut membuka kemungkinan
untuk membaca kembali hubungan manusia dengan alam bukan hanya
sebagai hubungan antara pengelola dan objek yang dikelola, tetapi sebagai
hubungan normatif antara manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang

memiliki kedudukan dan kepentingan ekologis.

Namun demikian, konsep “hak alam” tidak dapat begitu saja
disamakan dengan teori rights of nature dalam hukum modern. Konsep hak
dalam hukum Islam memiliki dasar epistemologis dan teologis yang berbeda
karena sumber legitimasi hukumnya berhubungan dengan kehendak Allah,
kemaslahatan, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Sistem
Muslim memiliki kemampuan untuk menghubungkan hukum dan etika
melalui konsep berbasis hak, termasuk dalam persoalan alam dan keadilan
lingkungan (Gade, 2023). Sementara itu, penelitian mengenai rekonstruksi
etika lingkungan Islam melalui pendekatan maqashid menunjukkan arah
perkembangan yang berbeda. Dari paradigma yang berpusat pada manusia
menuju paradigma yang lebih memperhatikan kepentingan ekologis dan
keadilan antargenerasi (Kurniawan & Fadlillah, 2025). Pembicaraan tentang
hak alam dalam hukum Islam oleh sebab itu, perlu dilakukan sebagai
sebuah rekonstruksi konseptual, bukan dengan sekadar mengadopsi teori

hak alam dari tradisi hukum Barat.
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Sejumlah penelitian mutakhir telah mengembangkan hubungan
antara hukum Islam dan perlindungan lingkungan melalui pendekatan
maqashid al-shariah. Kajian tentang tata kelola sumber daya alam,
misalnya, mengusulkan rekonstruksi norma hukum Islam agar lebih
responsif terhadap keberlanjutan dan keadilan ekologis (Susana et al.,
2025). Penelitian lain bahkan secara eksplisit mendorong pergeseran dari
paradigma antropocentris menuju ecocentric jurisprudence dengan
menggunakan pendekatan maqashid dan keadilan antargenerasi
(Kurniawan & Fadlillah, 2025). Di sisi lain, kajian mengenai Islamic
environmentalism di Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan Islam
dalam persoalan lingkungan juga berhubungan dengan persoalan keadilan,
politik, kebijakan, dan gerakan Masyarakat, tidak sekadar wacana normatif
(Testriono & Billahi, 2025). Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa
hukum Islam memiliki ruang yang cukup luas untuk dikembangkan sebagai
perspektif ekologis (Idris & Marhaban, 2024). Namun, masih diperlukan
perumusan yang lebih spesifik mengenai status normatif alam sebagai pihak
yang memiliki hak dan konsekuensi hukumnya terhadap kewajiban

manusia.

Sejauh ini, belum banyak kajian yang secara khusus mempertemukan
konsep rights of nature dengan konstruksi hukum Islam dalam satu
kerangka yang menghubungkan dimensi hukum, teologi, dan relasi ekologis
manusia—-alam-Tuhan. Literatur yang tersedia cenderung bergerak dalam
beberapa jalur yang terpisah. Sebagian membahas etika lingkungan
berdasarkan Al-Qur’an dan hadis, sebagian mengembangkan maqgashid
untuk keberlanjutan lingkungan, sedangkan kajian lain membahas rights of
nature dan keadilan ekologis dari perspektif lingkungan kontemporer. Gade,
misalnya, telah menunjukkan relevansi rights of nature dalam tradisi
Muslim, sementara penelitian lain mengembangkan paradigma ecocentric
jurisprudence berbasis maqashid (Kurniawan & Fadlillah, 2025). Bahkan,
kajian terbaru tentang hukum lingkungan Islam menunjukkan bahwa
hubungan manusia dan alam dapat dibangun melalui integrasi khalifah,

amanah, larangan fasad fi al-ardh, serta tata kelola berbasis komunitas
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(Harahap et al.,, 2026). Akan tetapi, ruang konseptual yang
mengintegrasikan hak alam sebagai konstruksi hukum, kewajiban manusia
sebagai konsekuensi hukum, dan relasi ketuhanan sebagai fondasi normatif

masih dapat dikembangkan lebih lanjut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan
merekonstruksi konsep hak alam dalam perspektif hukum Islam dengan
menghubungkan prinsip tawhid, khalifah, amanah, mizan, maslahah,
dharar, dan fasad fi al-ardh sebagai dasar normatif hubungan manusia
dengan alam. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis hubungan
manusia, alam, dan Tuhan dari hubungan yang bersifat dominatif-
instrumental menuju hubungan yang berbasis tanggung jawab,
keseimbangan, dan keadilan ekologis. Penelitian ini diharapkan
memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan figh al-bi’ah dan
hukum lingkungan Islam, khususnya dengan menawarkan pemahaman
bahwa perlindungan alam bukan semata-mata kewajiban manusia untuk
memenuhi kepentingan manusia lainnya. Hal ini juga merupakan bagian

dari tanggung jawab hukum dan moral manusia terhadap ciptaan Allah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan
kualitatif dan analisis konseptual untuk mengkaji konstruksi hak alam
dalam perspektif hukum Islam. Data penelitian berupa data sekunder yang
diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, karya ilmiah, serta
literatur hukum Islam yang relevan dengan konsep tawhid, khalifah,
amanah, mizan, maslahah, fasad fi al-ardh, ekoteologi Islam, dan rights of
nature. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi
dengan fokus penelitian, terutama literatur yang membahas hubungan
manusia dan alam, hukum lingkungan Islam, maqashid al-shariah, serta
etika ekologis. Data dianalisis melalui analisis isi (content analysis) dan
analisis konseptual dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan,
membandingkan, dan menginterpretasikan gagasan-gagasan utama dalam

literatur untuk menemukan hubungan normatif antara prinsip-prinsip
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hukum Islam dan gagasan mengenai hak alam. Analisis kemudian
diarahkan untuk merekonstruksi hubungan manusia, alam, dan Tuhan
serta merumuskan konsepsi hak alam yang sesuai dengan kerangka
epistemologis hukum Islam. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini
tidak dimaksudkan wuntuk menguji hubungan empiris, melainkan
menghasilkan argumentasi normatif-konseptual mengenai kemungkinan

pengembangan paradigma perlindungan alam dalam hukum Islam.

Pembahasan/hasil
A. Konstruksi Hak Alam dalam Perspektif Hukum Islam

Konsep hak alam dalam perspektif hukum Islam perlu diawali dari
perubahan cara pandang terhadap posisi manusia dalam keseluruhan
ciptaan. Dalam paradigma yang terlalu antroposentris, alam diposisikan
terutama sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan manusia sehingga
nilai alam diukur berdasarkan manfaat ekonominya. Perspektif tersebut
problematis ketika diterapkan tanpa batas karena dapat melahirkan
legitimasi terhadap eksploitasi sumber daya, pencemaran, dan
penghancuran ekosistem. Dalam hukum Islam, manusia memang memiliki
kedudukan khusus sebagai khalifah fi al-ardh, tetapi kedudukan tersebut
bukan berarti manusia bebas untuk menguasai. Khalifah lebih tepat
dipahami sebagai mandat pengelolaan yang mengandung tanggung jawab
moral dan hukum (Anwar & Susminingsih, 2024). Rakhmat menunjukkan
bahwa konsep khalifah dapat menjadi dasar ekoteologi ketika dipahami
sebagai tanggung jawab manusia terhadap lingkungan, bukan sebagai
legitimasi superioritas manusia atas seluruh makhluk. Dengan demikian,
status manusia sebagai khalifah justru membatasi kebebasannya dalam

mengeksploitasi alam (Rakhmat, 2022).

Prinsip pertama yang menjadi fondasi konstruksi tersebut adalah
tawhid. Dalam konteks ekologis, tawhid tidak hanya berkaitan dengan
pengakuan terhadap keesaan Allah, tetapi juga mengandung konsekuensi
terhadap cara manusia memandang seluruh ciptaan. Jika seluruh alam

merupakan ciptaan Allah, maka alam tidak dapat direduksi menjadi benda
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mati yang sepenuhnya berada di luar hubungan moral manusia. Kesatuan
ketuhanan berimplikasi pada kesatuan ciptaan dalam suatu tatanan yang
saling berhubungan. Quddus menjelaskan bahwa tawhid dalam ekoteologi
Islam dapat dimaknai sebagai prinsip kesatuan seluruh ciptaan, sedangkan
manusia merupakan bagian dari tatanan tersebut dan bukan pusat
eksistensi yang berdiri secara terpisah dari alam (Quddus, 2017). Dengan
demikian, tawhid menyediakan basis teologis untuk mengoreksi pandangan
yang memisahkan manusia dari alam. Kerusakan alam bukan hanya
persoalan teknis lingkungan, tetapi juga menunjukkan terganggunya

hubungan manusia dengan tatanan ciptaan Tuhan (Anwar, 2024).

Prinsip khalifah selanjutnya harus dibaca bersama konsep Amanah
(Fauzi, 2022). Jika khalifah menunjukkan posisi dan mandat manusia,
amanah menunjukkan sifat tanggung jawab yang melekat pada mandat
tersebut. Artinya, manusia tidak memiliki alam secara absolut, melainkan
menerima kewenangan untuk memanfaatkannya dengan
mempertimbangkan keberlanjutan dan kemaslahatan (Endang, 2012).
Dalam perspektif hukum, konsep ini penting karena mengubah relasi
manusia dengan alam dari relasi kepemilikan menuju relasi tanggung
jawab. Pemanfaatan sumber daya alam harus memiliki batas ketika
penggunaannya menimbulkan kerusakan atau menghilangkan kemampuan
alam untuk menopang kehidupan. Studi tentang etika lingkungan Islam
menunjukkan bahwa khalifah dan amanah membentuk satu kesatuan
normatif: manusia memiliki kewenangan mengelola alam sekaligus memikul
pertanggungjawaban atas akibat dari pengelolaannya (Koehrsen, 2021).
Dengan kerangka tersebut, kebebasan pemanfaatan alam dalam hukum
Islam bersifat fiduciary, yakni kewenangan yang selalu dibatasi oleh
tanggung jawab terhadap pihak lain dan terhadap keberlangsungan ciptaan
(Koehrsen, 2021).

Konsep mizan memberikan dimensi ekologis yang lebih konkret
terhadap khalifah dan amanah. Mizan berarti keseimbangan, keteraturan,

atau ukuran yang memungkinkan seluruh unsur ciptaan berada dalam
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hubungan yang proporsional (Abdul Rasyid et al., 2025). Dalam konteks
hukum lingkungan, prinsip ini dapat digunakan untuk membatasi tindakan
manusia yang menyebabkan ketidakseimbangan ekologis. Eksploitasi alam
tidak dengan sendirinya bertentangan dengan hukum Islam. Sebab manusia
memang membutuhkan sumber daya untuk mempertahankan kehidupan.
Persoalan hukumnya muncul ketika pemanfaatan tersebut melampaui
batas kebutuhan dan merusak keseimbangan ekologis. Mizan merupakan
salah satu prinsip utama yang bersama tawhid dan khalifah membentuk
dasar pemikiran lingkungan Islam (Koehrsen, 2021). Karena itu, mizan
dapat diterjemahkan sebagai prinsip ecological proportionality, yaitu bahwa
setiap pemanfaatan sumber daya harus proporsional dengan kemampuan

alam untuk pulih dan mempertahankan fungsi ekologisnya.

Konstruksi hak alam semakin memperoleh dasar hukum melalui
prinsip maslahah. Dalam usul fikih, maslahah pada dasarnya mengarahkan
hukum kepada terwujudnya kemanfaatan dan pencegahan kerusakan
(Adinugraha & Mashudi, 2018). Namun, jika maslahah hanya didefinisikan
berdasarkan kepentingan manusia jangka pendek, konsep tersebut
berpotensi kembali terjebak dalam paradigma antroposentris. Oleh karena
itu, maslahah ekologis perlu diperluas sehingga mempertimbangkan
keberlanjutan ekosistem, generasi mendatang, dan makhluk nonmanusia
(Pikahulan et al., 2025). Dalam kajian mengenai ekologi Islam, maslahah
ditempatkan sebagai prinsip yang berhubungan dengan kepentingan publik
dan perlindungan kehidupan generasi masa depan (Koehrsen, 2021). Secara
analitik, hal ini berarti kerusakan terhadap hutan, air, tanah, udara, dan
biodiversitas tidak dapat dinilai hanya berdasarkan ada atau tidaknya
kerugian langsung terhadap manusia. Ketika kerusakan tersebut
mengurangi kapasitas ekologis yang menopang kehidupan, maka kerusakan

itu telah bertentangan dengan maslahah dalam pengertian yang lebih luas.

Pada titik inilah larangan fasad fi al-ardh memiliki fungsi penting
sebagai norma pembatas. Fasad bukan sekadar kerusakan dalam

pengertian fisik, tetapi dapat dipahami sebagai tindakan yang mengganggu

https:/ /jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/fathir | 343



Hak Alam dalam ... FATHIR: Jurnal Studi Islam
Khairul Anwar Vol. 3, No. 3 Oktober 2026

keteraturan dan kemaslahatan kehidupan (Himawan et al., 2025). Makanya,
larangan fasad dapat menjadi dasar normatif untuk menilai tindakan
manusia yang menyebabkan degradasi ekologis. Relasinya dengan mizan
bersifat komplementer: mizan menggambarkan kondisi keseimbangan yang
seharusnya dijaga, sedangkan fasad menunjukkan tindakan yang merusak
keseimbangan tersebut. Kombinasi keduanya, dalam kerangka hukum,
memungkinkan dibangun suatu logika bahwa tindakan ekonomi atau
pembangunan yang, secara substansial merusak fungsi ekologis, dapat
dinilai bertentangan dengan prinsip hukum Islam meskipun secara formal
memiliki manfaat ekonomi. Konsep khalifah, mizan, amanah, dan larangan
fasad merupakan kerangka mnormatif yang saling berkaitan untuk

perlindungan lingkungan (Cikal Rambu Basaey et al., 2025).

Berdasarkan sintesis tersebut, “hak alam” dalam hukum Islam
sebaiknya tidak langsung dipahami sebagai hak dalam pengertian yang
identik dengan hak subjek hukum manusia. Konstruksinya lebih tepat
dibangun melalui konsep kepentingan normatif alam yang wajib dihormati
dan dilindungi manusia. Alam memiliki posisi yang secara hukum relevan
karena keberlangsungannya merupakan bagian dari tujuan perlindungan
kehidupan dan kemaslahatan. Dengan konstruksi ini, alam tidak harus
terlebih dahulu menjadi “subjek hukum” dalam pengertian legal-personality
untuk memperoleh perlindungan normatif. Hak alam dapat dirumuskan
secara bertahap melalui kewajiban manusia: jika manusia memiliki
kewajiban untuk tidak merusak, menjaga keseimbangan, memelihara
keberlanjutan, dan menghindari tindakan yang menimbulkan fasad, maka
terdapat kepentingan alam yang secara normatif berada di balik kewajiban
tersebut (Hapsari et al., 2025). Gagasan ini sejalan dengan perkembangan
pemikiran hukum lingkungan Islam yang melihat bahwa relasi hukum dan
etika dapat dikembangkan untuk memberikan perlindungan kepada

komunitas manusia sekaligus nonmanusia (Rizvi, 2010).
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B. Rekonstruksi Hubungan Manusia, Alam, dan Tuhan

Rekonstruksi hubungan manusia, alam, dan Tuhan membutuhkan
perubahan dari hubungan yang bersifat instrumental menuju hubungan
yang bersifat relasional dan Amanah (Taufiq Pasiak, 2023). Dalam
hubungan instrumental, alam dinilai terutama berdasarkan kegunaannya
bagi manusia: hutan menjadi kayu, sungai menjadi sumber air atau tempat
pembuangan, tanah menjadi komoditas, dan mineral menjadi bahan
produksi. Perspektif hukum Islam tidak harus menolak fungsi ekonomi
alam, tetapi menolak absolutisasi fungsi tersebut. Prinsip tawhid
mengharuskan manusia melihat alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan,
sedangkan khalifah dan amanah mengharuskan manusia mengelolanya
secara bertanggung jawab. Karena itu, hubungan manusia dengan alam
pada dasarnya merupakan hubungan yang dimediasi oleh hubungan
manusia dengan Tuhan. Merusak alam berarti menyalahgunakan mandat
pengelolaan yang diberikan Tuhan. Hal ini sejalan dengan pandangan
Rakhmat, yang menegaskan bahwa ekoteologi Islam dapat digunakan untuk
mengoreksi pemahaman khalifah yang terlalu antroposentris, dengan
menempatkan tanggung jawab ekologis sebagai konsekuensi teologis dari

posisi manusia (Rakhmat, 2022).

Rekonstruksi tersebut juga mengubah makna maslahah. Dalam
paradigma hukum yang berpusat pada manusia, lingkungan dilindungi
karena kerusakan lingkungan dapat merugikan manusia. Logika ini
memang penting, tetapi belum cukup untuk membangun paradigma
ekologis. Sebab, suatu tindakan dapat saja memberikan keuntungan
ekonomi bagi generasi sekarang sekaligus merusak ekosistem yang
dibutuhkan oleh generasi berikutnya (Nurholis, 2025). Oleh karena itu,
maslahah perlu diperluas menjadi kemaslahatan ekologis yang
memperhitungkan hubungan antara manusia sekarang, manusia masa
depan, dan keberlanjutan sistem kehidupan. Kajian tentang hubungan
prinsip Islam dengan perubahan iklim menunjukkan bahwa tawhid,

khalifah, mizan, dan maslahah dapat membentuk kerangka yang

https:/ /jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/fathir | 345



Hak Alam dalam ... FATHIR: Jurnal Studi Islam
Khairul Anwar Vol. 3, No. 3 Oktober 2026

menghubungkan tanggung jawab ekologis dengan kepentingan generasi
mendatang (Koehrsen, 2021). Dengan demikian, paradigma hukum Islam
yang ekologis tidak hanya bertanya “apa manfaatnya bagi manusia?”, tetapi
juga “apakah tindakan tersebut mempertahankan atau merusak kondisi

yang memungkinkan kehidupan berlangsung?”

Implikasinya terhadap hukum adalah perlunya menggeser orientasi
dari hukum yang hanya mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan
menjadi hukum yang mengatur hubungan ekologis manusia sebagai bagian
dari ciptaan. Pergeseran ini memperluas konsekuensi dari tindakan
manusia. Setiap keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya harus diuji
berdasarkan keseimbangan, kemaslahatan, dan potensi fasad. Dengan kata
lain, figh al-bi’ah dapat dikembangkan sebagai kumpulan norma tentang
kebersihan dan  konservasi, lebih-lebih juga sebagai kerangka
jurisprudensial yang menguji legitimasi tindakan manusia terhadap
integritas ekologis (Hamdi et al., 2025). Gagasan ini sejalan dengan
perkembangan diskursus Islamic environmental law yang menempatkan
prinsip-prinsip keagamaan sebagai basis normatif bagi tata kelola
lingkungan, sekaligus menunjukkan perlunya menerjemahkan prinsip

tersebut ke dalam mekanisme hukum yang lebih operasional (Karim, 2026).

Dari perspektif tersebut, hak alam dapat ditempatkan sebagai
konsekuensi hukum dari amanah ekologis manusia. Artinya, semakin besar
kapasitas manusia untuk mengeksploitasi alam, semakin besar pula
tanggung jawab hukumnya untuk mencegah kerusakan dan memulihkan
ekosistem. Hak alam dalam konstruksi ini tidak harus dipahami secara
antropomorfis, seolah-olah alam memiliki kehendak dan kapasitas hukum
sebagaimana manusia. Yang lebih penting adalah pengakuan bahwa
keberadaan dan keberlanjutan alam mempunyai nilai normatif yang tidak
boleh dikalahkan semata-mata oleh kepentingan ekonomi sesaat (Habibi,
2012). Perspektif semacam ini memungkinkan hukum Islam bergerak dari
logika “perlindungan alam demi manusia” menuju “perlindungan alam

sebagai bagian dari kewajiban manusia kepada Allah.” Dalam kerangka
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tersebut, tawhid menjadi fondasi teologis, khalifah dan amanah menjadi
dasar tanggung jawab, mizan menjadi prinsip keseimbangan, maslahah
menjadi orientasi hukum, sedangkan fasad menjadi batas negatif terhadap

perilaku manusia (Quddus, 2017; Rizvi, 2010).

Jadi, rekonstruksi hubungan manusia, alam, dan Tuhan
menghasilkan paradigma ekologis-teosentris dalam hukum Islam.
Paradigma ini berbeda dari antroposentrisme. Sebab, tidak menjadikan
manusia sebagai ukuran tunggal nilai alam. Tetapi juga berbeda dari
pandangan yang meniadakan kepentingan manusia karena Islam tetap
mengakui  kebutuhan  manusia terhadap sumber daya. Titik
keseimbangannya terletak pada tawhid dan mizan: manusia memperoleh
manfaat dari alam, tetapi manfaat tersebut harus berada dalam batas
amanah dan tidak boleh menghasilkan fasad. Secara konseptual,
konstruksi ini menjadikan perlindungan alam bukan sebagai tambahan
periferal dalam hukum Islam, melainkan sebagai konsekuensi dari prinsip
dasar hubungan manusia dengan Tuhan dan ciptaan-Nya. Kajian mutakhir
memperlihatkan bahwa integrasi khalifah, mizan, dan maslahah dapat
menjadi basis bagi pengembangan kesadaran ekologis yang lebih sistematis

(Maulana Bagus Rahmat et al., 2025).

Pada akhirnya, konsep hak alam dalam perspektif hukum Islam dapat
dirumuskan sebagai pengakuan normatif terhadap kepentingan
keberlanjutan alam yang melahirkan kewajiban manusia untuk menjaga,
tidak merusak, dan memulihkan keseimbangan ekologis. Hak tersebut tidak
berdiri sendiri, melainkan lahir dari relasi antara Tuhan sebagai sumber
legitimasi normatif, manusia sebagai khalifah sekaligus pemegang amanah,
dan alam sebagai bagian integral dari ciptaan yang harus dipelihara
keseimbangannya. Rekonstruksi semacam ini memberikan konsekuensi
penting bagi pengembangan hukum lingkungan Islam: ukuran legalitas
pemanfaatan alam tidak cukup hanya ditentukan oleh kepemilikan atau izin
formal, tetapi juga oleh dampaknya terhadap mizan, maslahah, dan

keberlanjutan kehidupan. Oleh sebab itu, hukum Islam memiliki peluang
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untuk dikembangkan menuju paradigma yang lebih ekologis tanpa
kehilangan fondasi teologisnya. Dalam kerangka tersebut, melindungi alam
bukan sekadar tindakan etis terhadap lingkungan, tetapi merupakan
bentuk pemenuhan amanah kepada Tuhan dan bagian dari tanggung jawab

hukum manusia sebagai khalifah di bumi (Koehrsen, 2021; Rakhmat, 2022).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep hak alam dalam perspektif
hukum Islam dapat dikonstruksi melalui prinsip tawhid, khalifah, amanah,
mizan, maslahah, dharar, dan larangan fasad fi al-ardh. Alam tidak
diposisikan semata-mata sebagai objek pemanfaatan manusia, tetapi
sebagai bagian dari ciptaan Allah yang memiliki kepentingan normatif untuk
dihormati, dijaga, dan dilindungi melalui kewajiban manusia sebagai
khalifah dan pemegang amanah. Rekonstruksi hubungan manusia, alam,
dan Tuhan selanjutnya mengarah pada paradigma ekologis-teosentris, yaitu
hubungan yang tidak lagi bersifat dominatif-instrumental, melainkan
didasarkan pada tanggung jawab, keseimbangan, kemaslahatan, dan
keberlanjutan. Dengan demikian, perlindungan alam dalam hukum Islam
bukan hanya ditujukan untuk memenuhi kepentingan manusia, tetapi
merupakan konsekuensi hukum dan moral dari amanah manusia kepada
Allah, sehingga legalitas pemanfaatan alam perlu mempertimbangkan

mizan, maslahah, potensi kerusakan, dan keberlanjutan kehidupan.
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